
BUPATI TANA TORA"IA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR .TAHUN2022

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang: a bahwa pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batual yang dilakukal melalui perhitungan atas kontrak
yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dengan penyedia

barang dan jasa belum diatur dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Tana Tora-ia Nomor 3 Tahun 2011 tentang

Pajak Hotel, Pqjak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak

Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan

logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah;

bahwa untuk untuk tertibnya pelaksanaan pemungutan

dan perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu diatur

tata cara pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan

Bupati Tana Toraja tentang Tata Cara Pemungutan Pajak

Mineral Bukan logam dan Batuan;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat

(t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor

74, Tambahan l,embaran Negara Repubtik Indonesia

Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan

Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan kmbaran
Negara Nomor 3686)sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2O0O (Iembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang
Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubha beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2O22 tentang
Perubahan Kedua a'ias Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2O1l tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lrmbaran Negafa Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 68Ol);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tetang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
4, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
67571;

6. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan

Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Talrun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 201O tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif pemungutar
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9l Tahun 2010 tentang jenis
Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan ketetapan
Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (

lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
153);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan
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atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukal Produk hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Torqja Nomor 3 Tahun
2011 tentang Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame,
Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan l,ogam dan
Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah, sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2018

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3

Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak

Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan

logam dan Batuan, Pajak Pfkir dan Pajak Air Tanah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (l,embaran Daerah Kabupaten Tana

Toraja Tahu n 2016 Nomor 10, Tambahan l'embaran

Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19; sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana

Tor4ja Nomor 4 Tahun 2O22 ter.tang Perubahan atas

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSI(AN :

MenetapKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimal<sud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tala Toraja.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusarl pemerintahal
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tala Tora.ia.

4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah konstribusi wajib

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi

sebesar-besarnya kemalrrturan rakyat.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan

kesatuan, baik yng melakukan usaha maupun yang tidak melakukan

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1
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usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan

lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,

koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi

massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektiff dan bentuk

usaha tetap.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar

pajak,pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah.

surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah Yang selanjutnya disingkat

SpTpD, adatah surat yang digunakan uit'uk memberitahukan besarnya

Pajak Daerah yang terutang kepada Wajib Pajak'

SuratKetetapanPajakDaerahyangselanjutrryadisingkatSKPDadalah
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak

yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat

SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yarg menentukan besarnya

jumlah pokok pajakjumlah kredit pajakjumlah kekurangan pembayaran

pokok pajak,besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus

dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya

disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan

tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan'

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah

surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administrasi

berupa bunga dan/ atau denda.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil selanjutnya disebut SKPDN adalah

surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama

besamya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak

ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut

SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah

kelebihanpembayaranpajakkarenajumlahkreditpajaklebihbesardari
pajak yang terutang atau tidak seharusnya terhutang'

Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan adalah pajak atas kegiatan

pengambilan mileral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam

didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan'

Mineral Bukan Logan dan Batuan adalah mineral bukan logan dan

batuan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-

undangan di bidang mineral dan batubara'
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Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman perhitungan
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas kontrak yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah dengan penyedia barang/jasa.

BAB III
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF PAJAK MNERAL

BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 4

(1) Dasar perhitungan Pajak Mineral Bukan l,ogam dan Batuan yang

terhutang atas kontrak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan

penyedia barang/jasa adalah dokumen pendukung sebagai berikut :

a. Rencana Anggaran Biaya (RAB);

b. Analisa masing-masing harga satuan;
c. Analisa Harga & Jarak Rata-Rata Dari Sumber Bahan (QUARRY);

d. Analisa Harga Dasar Satuan Bahan; dan/atau;
e. Analisa Pembentuk Harga Satuan Bahan (APS).

(2) Dalam hal penyedia barang/jasa tidak dapat melampirkan dokumen

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e maka
dasar perhitungal untuk Harga Satuan Bahan mengacu pada Analisa
masing-masing harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b.

Pasal 5

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah l0% (Sepuluh Persen).

Pasal 6

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terhutang
dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 5

dengan dasar perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan

rumus sebagai berikut :

Nilai Pajak Teniang : Taif x Volume x Koef.sien x Harga Sofitan Bahan

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menertibkan pelaksanaan
pemungutan Pajak Mineral Bukan'Iogam dan Batuan atas kontrak yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan penyedia barang/jasa.

,/
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BAB tV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

( 1) Pembayaran dan penyetoran pajak mineral bukan logam dan batuan yang

terutang dibayarkan ke Bendahara Penerima yang ditunjuk, Transfer ke

Rekening KAS Daerah dan menggunakan alat transaksi Eleli:tronik
lainnya;

(21 Penerbitan SP2D kepada Penyedia dapat dilakukan apabila telah
memenuhi kewajiban perpajakannya dan melampirkan buliti Surat Tanda
Setoran (STS) atau dokumen lain yang diperpamakan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 26 Jffl1.E! ZOZI

BUPATI TANA TORAJA,

THEOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale
pada tanggal 25 Jtn:-:_tx! Za1i

SEKRETARIS DAERAH KAB TANA TORAJA

E BURA

/A-

I

BERITA DAERAH KAI}UPATEN TANA TORAJA TAHUN 2022 NOMOR i

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana
Torqia.
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